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Pendahuluan
Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu 
yang sangat sakral. Akad yang kita sebut dengan 
ijab dan kabul mempunyai makna yang dalam, 
ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada 
calon suami, dan kabul berarti sebagai lambang 
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Abstract: The prohibition and sanction criminal acts of sexual violence in the household, according to Law No. 23 of 2004 on 
the Elimination of Domestic Violence and Islamic law. This research is motivated by the issue of a deviant sexual towards 
his wife, where problems in the private sphere has been appointed to the public domain through which no detailed 
PKDRT Regulation explains the term forcing sexual intercourse as a form of violence. Approach legislation, conceptual, 
philosophical and juridical comparison is used to analyze the prohibition and sanction criminal acts of violence. Islamic 
law explains that sexual violence against wives are despicable acts and prohibited. Islam considers sexual violence than 
because the two sides (husband and wife). Meanwhile, the perpetrators of criminal sanctions can be sanctioned as 
jarimah ta’zir. Meanwhile, according to Law PKDRT that each act of sexual violence or similar coercive sexual relations are 
prohibited. The sanction is imprisonment or a fine. The second equation of the law is equally considers the act contains 
harm or evil. Meanwhile, the difference is that in Islamic law to first see the cause and effect of violence, both in terms of 
the condition of both husband and wife. Meanwhile, the Law PKDRT otherwise. Differences were also found in the penal 
provisions. In Islamic law, perpetrators can be sanctioned jarimah ta’zir where possible occurrence of sanctions mildest 
to the most severe. Meanwhile, in the Act PKDRT there is no a minimal set of sanctions so that it is possible for the victims 
of injustice.
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Abstrak: Larangan dan sanksi tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut UU No. 23 tahun 2004 tentang 
PKDRT dan hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan seksual yang menyimpang terhadap istri, dimana 
persoalan dalam ranah privat ini sudah diangkat ke ranah publik melalui UU PKDRT yang tidak terperinci men jelaskan 
istilah pemaksaan hubungan seksual sebagai bentuk kekerasan. Pendekatan perundang-undangan, konseptual, yuridis 
filsafat dan perbandingan digunakan untuk menganalisis larangan dan sanksi tindak pidana kekerasan tersebut. Hukum 
Islam menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap istri adalah tindakan tercela dan dilarang. Islam memandang 
terjadinya kekerasan seksual dari sebab dua sisi (suami dan istri). Adapun, sanksi pidananya pelaku dapat disanksi 
jarimah ta’zir. Sedangkan, menurut UU PKDRT bahwa setiap perbuatan kekerasan seksual atau yang serupa pemaksaan 
hubungan seksual itu dilarang. Sanksinya adalah pidana penjara atau denda. Persamaan kedua hukum tersebut ialah 
sama-sama menganggap perbuatan itu mengandung mudharat atau kejahatan. Adapun, perbedaannya ialah dalam 
hukum Islam terlebih dahulu melihat sebab akibat terjadinya kekerasan tersebut, baik ditinjau dari kondisi suami maupun 
istri. Sedangkan, UU PKDRT sebaliknya. Perbedaan juga terdapat pada ketentuan pidananya. Dalam hukum Islam, pelaku 
dapat dikenakan sanksi jarimah ta’zir dimana dimungkinkan terjadinya sanksi yang paling ringan sampai yang paling 
berat. Sedangkan, dalam UU PKDRT tidak ditetapkan sanksi minimal sehingga dimungkinkan terjadinya ketidakadilan 
bagi si korban.
Kata kunci: kekerasan seksual, sanksi, hukum Islam, Undang-undang
bagi kerelaan terhadap amanah Allah tersebut.1
Sebuah keluarga harus didasarkan pada saling 
pengertian, menghormati hak dan kewajiban 
1 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam 
Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2010), Cet-3, h. 3
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suami dan istri. Tetapi, realita yang ada tidak 
seideal yang dipikirkan, banyak sekali rumah 
tangga yang tidak bisa menyelesaikan masalah-
nya dengan baik, akibatnya berdampak pada 
keharmonisan rumah tangga, seperti kekerasan 
dalam rumah tangga yang sering disebut KDRT.
Bentuk-bentuk KDRT diantaranya; kekerasan 
fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi.2 Dan 
menurut penulis, dari beberapa bentuk tersebut, 
kekerasan seksual yang menarik perhatian untuk 
dicermati. Bentuk kekerasan tersebut adalah 
kekerasan dalam berhubungan intim seperti 
pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan. 
Namun, pada umumnya yang terjadi adalah 
kekerasan seksual terhadap istri. Kekerasan 
tersebut merupakan ranah privat sehingga sangat 
sulit untuk ditampakkan pada permukaan.
Data yang telah ditunjukkan oleh Komisi 
Nasional Perempuan berupa Catatan Tahunan 
(Catahu) tahun 2015 menunjukkan kasus 
kekerasan seksual dalam rumah tangga pada 
tahun 2015 sebanyak 2.274 kasus (26%) dari 
seluruh kasus KDRT.3
Di samping itu, salah satu fenomena yang 
terjadi seperti di Ambon. Seorang suami 
bernama Munusin Rohani telah melakukan 
tindak kekerasan seksual terhadap istrinya sendiri 
bernama Marsyim pada hari rabu tanggal 10 Juni 
2015. Si suami memasukkan benda-benda keras 
ke alat vital sang istri ketika hendak berhubungan 
badan sehingga menyebabkan luka pada kelamin 
istri.4
Telah banyak peraturan-peraturan yang dibuat 
untuk menghapus perilaku buruk terhadap 
perempuan. Undang-undang No. 23 tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga (baca: UU PKDRT) terutama dalam pasal 
8 adalah salah satu bentuk usaha pemerintah 
untuk menghilangkan kekerasan dalam keluarga 
yang sebagian besar korbannya adalah wanita.5
2 Aroma Elmina Marta, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, 
(Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 35-37
3 Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, 
artikel diakses tanggal 16 September 2015 dari http://www.
komnasperempuan.go.id/catahu-2015
4 “Berkas Tersangka Kekerasan Seksual Terhadap Istri Tahap 
I”, berita diakses pada 14 Desember 2015 dari http://siwalimanews.
com/post/berkas_tersangka_kekerasan_seksual_terhadap istri 
masuk_jaksa
5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 
(Yogyakarta: Laksana, 2012), h. 15-16
Islam sebagai petunjuk sekaligus rahmat bagi 
seluruh alam tidak menghendaki perbuatan 
buruk, terkhusus terhadap anak-anak dan 
perempuan. Tetapi, di balik itu beredar opini-
opini di kalangan masyarakat khususnya mereka 
yang pro terhadap aliran feminis dan kesetaraan 
gender dimana menurut mereka telah ditemukan 
nash al-Quran dan Hadis nabi secara tekstual 
seolah mewajibkan seorang istri untuk melayani 
suami terlepas bagaimana pun kondisi istri, 
seperti ayat al-Quran sebagai berikut:
ﯨﯧ   ﯦ   ﯥ   ﯤ   ﯣ   ﯢ    ﯡ 
Artinya: ”Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat 
kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah 
tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja 
kamu kehendaki.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 223)
Padahal sesuai latar belakang turunnya ayat 
tersebut ialah mengenai orang Yahudi yang 
mempersempit gaya persetubuhan tanpa dasar 
hukum syara’. Apabila mereka menggauli istrinya 
dari belakang ke farjinya, maka anaknya akan 
lahir bermata juling. Maka, turunlah ayat tersebut 
yang membolehkan menggauli istri dari depan, 
belakang, atau telentang, tetapi di tempat yang 
lazim (ke farjinya) bukan ke duburnya. Itulah 
makna dari mendatangi tempat bercocok tanam 
bagaimana saja dikehendaki.6
Bagi pemeluk agama Islam sendiri yang 
kurang memahami agamanya (Islam KTP) dapat 
dimungkinkan memaknai hadis tersebut sebatas 
tekstual saja. Padahal, jika dikaji secara maknawi 
dengan pendekatan tafsir dan sebab turunnya 
(asbabun nuzul) ayat dan hadis diatas, maka 
akan diketahui maknanya yang sangat mulia 
terhadap kelangsungan hidup rumah tangga 
yang sakinah. Diantaranya hal itu mendorong 
penegasan terhadap hak dan kewajiban masing-
masing suami istri.
Mencermati permasalahan yang terurai di 
atas, penulis ingin melihat perihal kekerasan 
seksual suami terhadap istri dari dua perspektif 
hukum, sebagaimana kekerasan seksual telah 
mempunyai bentuk-bentuk yang baru. Selain itu, 
kekerasan seksual merupakan persoalan modern 
yang jarang ditemui pada masa Rasulullah saw. 
Maka akan dilihat pada kedua sumber hukum ini 
6 Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat 
al-Quran (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), Edisi Kedua, 
h. 74-76.
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respons kekerasan seksual suami terhadap istri. 
Selain itu, dengan menggunakan perbandingan 
tinjauan hukum Islam dan UU PKDRT, diharapkan 
dapat menemukan persamaan dan perbedaannya.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
jenis studi kasus yang disajikan secara deskriptif. 
Secara umum, ada dua pendekatan yang akan 
digunakan oleh peneliti, yakni: pendekatan 
fenomenologis (fenomenological approach) dan 
pendekatan yuridis filsafat (juridical philosophical 
approach), di mana dalam pendekatan ini peneliti 
berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-
kaitan nya terhadap situasi-situasi tertentu terkait 
permasalahan hukum mengenai kekerasan 
seksual khususnya terhadap isteri dengan teori 
maqasid al-syariah dan qawaid fiqhiyyah sebagai 
tolok ukurnya. Pendekatan penelitian mengacu 
kepada pedoman penelitian hukum yang ditulis 
oleh Peter Mahmud Marzuki,7 dan buku-buku 
lainnya yang relevan.
Mengenai masalah tentang “pandangan UU No. 
23 tahun 2004 dan hukum Islam terhadap larangan 
dan sanksi tindak pidana kekerasan seksual 
dalam rumah tangga”, peneliti akan menggunakan 
pendekatan konseptual (conceptual approach), 
pendekatan yuridis normatif dan pendekatan 
perundang-undangan.8 Adapun masalah tentang 
meneliti persamaan dan perbedaannya, peneliti 
akan menggunakan pendekatan perbandingan 
(comparative approach).
Pengertian Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual adalah kekerasan yang 
terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan 
seksual pada umumnya dilakukan terhadap 
pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis 
kekerasan seksual yang dilakukan seseorang 
terhadap pasangan seksualnya. Termasuk ke-
kerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan 
seorang suami terhadap istrinya, semata-mata 
karena ingin memuaskan nafsu biologisnya.9 
Dalam UU PKDRT, Kekerasan seksual yang 
meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang 
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 133-180.
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum…, h. 137.
9 Ni Nyoman Sukerti, Kekerasan Seksual Dalam Rumah 
Tangga, (Semarang: Syair Media, 2007), h. 140
dilakukan terhadap orang yang menetap dalam 
lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan 
seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 
rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan 
komersial dan/ atau tujuan tertentu;10 Kekerasan 
yang terjadi karena persoalan seksualitas, di 
mana terdapat seks maka kekerasan hampir 
selalu dilahirkan. Kekerasan seksual dalam 
pernikahan dapat diartikan sebagai hubungan 
atau penetrasi yang tidak diinginkan (vaginal, 
anal, atau oral) disertai dengan kekerasan, 
ancaman, atau ketika istri sedang berhalangan.
Sanksi Tindak Pidana
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan 
tindak adalah perbuatan.11 Sedangkan, pidana 
adalah kejahatan, kriminal.12 Jadi, tindak pidana 
adalah suatu perbuatan yang jahat atau perbuatan 
kriminal.
Barda Nawawi Arief menyatakan ”tindak 
pidana secara umum dapat diartikan sebagai 
perbuatan yang melawan hukum baik secara 
formal maupun secara materiil”.13
Istilah tindak pidana dapat diartikan suatu 
kejahatan. Pada dasarnya, kejahatan adalah 
sebuah kesalahan, biasanya kesalahan moral 
yang bertentangan dengan masyarakat secara 
keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan 
untuk menghukum orang jahat, baik karena 
ingin mencegah kejahatan di masa depan atau 
hanya karena percaya bahwa orang jahat pantas 
untuk dihukum.
Analisis UU No. 23 Tahun 2004 terhadap 
Larangan dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan 
Seksual dalam Rumah Tangga
Kekerasan seksual menurut UU No. 23 tahun 
2004 diartikan sebagai setiap perbuatan yang 
berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan 
hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan 
atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual 
dengan orang lain untuk tujuan komersial dan 
10 Muhadar, Dkk., Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem 
Peradilan Pidana, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), h. 
80.
11 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa, Kamus Bahasa…, h. 812.
12 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa, Kamus Bahasa…, h. 698.
13 Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 73.
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atau tujuan tertentu.14
Menurut Undang-undang, unsur penting 
dari perkosaan adalah adanya penggunaan/ 
upaya kekerasan didalamnya. Setiap hubungan 
seksual yang tidak atas persetujuan haruslah 
dianggap sebagai perkosaan termasuk dalam 
lingkup perkawinan. Karena persetujuan dari 
istri dalam praktek menjadi sangat problematik 
jika ditinjau dari kemampuan istri menggunakan 
kekuasaannya untuk menyatakan persetujuannya 
atau tidak.
Yang dimaksud dengan “Orang yang me-
netap dalam lingkup rumah tangga” penulis 
mengkhususkan pembahasannya pada seorang 
istri saja bukan yang lainnya seperti yang tersebut 
dalam pasal 2 UU penghapusan KDRT di atas.
Adapun, sanksi bagi setiap orang yang 
melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagai-
mana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 tahun atau 
denda paling banyak Rp. 36.000.000.00,-. Hal 
ini ditegaskan dalam pasal 46 UU penghapusan 
KDRT No. 23 tahun 2004.15
Penulis menilai pasal 8 UU penghapusan KDRT 
No. 23 tahun 2004 itu kurang jelas karena kalimat 
“pemaksaan hubungan seksual” hanya dijelaskan 
secara sangat global. Baik di pasal lainnya 
ataupun di bab penjelasan, tidak ditemukan 
keterangan lebih mendalam tentang kata 
‘pemaksaan’. Akibatnya kata itu mengandung 
banyak pengertian. Kekerasan itu terjadi apakah 
karena istrinya enggan melakukan hubungan 
seksual, kecapekan, atau karena ada faktor lain.
Pengertian Undang-undang di atas bisa jadi 
sangat bias sehingga seorang istri dapat menolak 
keinginan seks suami dengan alasan apapun. 
Karena kalimat “pemaksaan hubungan seksual” 
tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan 
Undang-undang penghapusan KDRT No. 23 tahun 
2004. Kekerasan seksual dalam perkawinan 
dapat terjadi bila suami menghendaki istri 
untuk memenuhi keinginan seksnya kapan pun 
ia mau tanpa mempedulikan kondisi dan atau 
persetujuan/kehendak istri.
Hubungan suami istri yang dilakukan 
tanpa kesepakatan akan kebersamaan dalam 
14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 
(Yogyakarta: Laksana, 2012), h. 16
15 Lihat Undang-undang Republik…, h. 28.
menikmati, maka biasanya yang terjadi adalah 
istri berada di pihak yang suaranya terabaikan. 
Istri melakukan hubungan seksual tanpa dapat 
menikmati, dan ia mengabaikan diri dan 
perasaannya sendiri sementara suami tidak 
pernah mau tahu tentang perasaan istrinya. Hal 
ini merupakan perkosaan dalam perkawinan 
(marital rape) karena consent istri pada dasarnya 
bukan pada alasan “karena memang ia ingin 
dan menghendaki” tetapi semata-mata karena 
takut menolak suaminya.16
Penulis mengkritisi undang-undang tersebut 
perlu dijelaskan secara rinci tentang bentuk pe-
maksaan hubungan seksual yang dilarang. Agar 
seorang suami dapat bersikap dengan baik dan 
menjalankan naluri seksualnya tanpa terkekang 
dengan aturan perundang-undangan yang 
berlaku. Bentuk pemaksaan tersebut hendaklah 
melihat sebab dan akibat dari perbuatan yang 
dilakukan. Seperti, latar belakang seorang suami 
melakukan pemaksaan. Apakah bertentangan 
dengan norma-norma lain yang berlaku. Seperti 
norma agama, adat, tinjauan medis, psikologis, 
dan sebagainya. Dan apakah cukup karena isteri 
sedang tidak mau diajak berhubungan intim 
(baca: bersetubuh) disebabkan sedang tidak 
bergairah, atau sakit, haid, dan sebagainya.
Penjelasan-penjelasan yang terperinci itu 
tentunya dengan melihat dari berbagai macam 
sudut pandang, seperti ajaran agama, kesehatan, 
dan sebagainya, sehingga seorang suami tidak 
serta merta cenderung dijustifikasi sebagai pelaku 
tindak kekerasan seksual dan perempuan/ isteri 
sebagai korban atau orang yang selalu tidak 
berdaya. Keseimbangan bagi orang yang akan 
menjalankan aturan-aturan itu tentunya dalam 
pembuatan aturan itu juga harus seimbang dan 
adil.
Seorang suami tentu memiliki hak untuk 
dilayani dalam hubungan seksual. Karena seorang 
suami telah melaksanakan kewajibannya mencari 
nafkah dan sebagainya. Terlebih berhubungan 
intim adalah suatu kebutuhan bagi mahluk hidup 
seperti manusia. Suatu hasrat atau nafsu seksual 
itu diciptakan tentunya dengan tujuannya yang 
mulia. Hal ini menjadi masalah besar bilamana 
kebutuhan tersebut tidak terpenuhi atau hasrat 
16 Irwan Martua Hidayana, et.al, Seksualitas: Teori dan Realitas 
(Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama 
dengan The Ford Fundation, 2004), h. 149.
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itu tidak tersalurkan. Seperti halnya seseorang 
yang lapar, tentu butuh makan. Karena hal 
tersebut pada sebagian besar kasus termasuk 
kebutuhan primer (daruriyat). Lebih-lebih seorang 
lelaki yang telah memiliki istri yang sah. Menjadi 
masalah yang teramat besar bilamana seorang 
isteri menolak untuk diajak berhubungan seksual 
tanpa alasan yang dibenarkan menurut ajaran 
agama maupun peraturan yang berlaku.
Bisa terjadi pemaksaan hubungan seksual bagi 
suami yang tidak dapat menahan emosinya. Atau 
terjadi perselingkuhan, perzinaan yang pada akhir-
nya menjadi cikal bakal keretakan rumah tangga. 
Tentu setiap anggota keluarga akan dirugikan, 
demikian pula seorang isteri. Kemudharatan-
kemudharatan itu dapat dihindarkan. Kalaupun 
tidak, tentunya kemudharatan yang lebih kecil 
setidaknya lebih baik untuk menghindari ke-
mudharatan yang lebih besar.
Analisis Hukum Islam terhadap Larangan 
dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual 
dalam Rumah Tangga
Istilah kekerasan seksual terhadap istri sering 
disebut dengan perkosaan suami terhadap istri 
(marital rape). Perkosaan tersebut tentunya 
mengandung arti pemaksaan. Ada keengganan 
atau penolakan seorang istri terhadap ajakan 
suami untuk berhubungan badan. Padahal 
kepatuhan istri kepada suami yang paling asasi 
adalah menyangkut hubungan seksual (hubungan 
badan).17
Memang jika dilihat pemaksaan dan kewajiban 
diakui terkadang serupa manakala pihak ber-
sangkutan merasa berat dan tidak senang 
me lakukannya, tetapi sebenarnya menurut 
Ibrahim Hosen tidak sama. Pemaksaan dalam 
bahasa Arab disebut “Ikrah” yaitu membawa 
seseorang kepada hal yang bertentangan dengan 
keinginan atau pilihannya. Sementara kewajiban 
adalah membawa seseorang kepada hal atau 
sesuatu yang ia telah menyatakan keinginan 
atau pilihannya, yang dalam hukum Islam 
disebut dengan “taklif”. Sehingga jelaslah bahwa 
keharusan istri untuk melayani suami termasuk 
dalam taklif, bukan ikrah. Atas dasar itu pula, 
hukum Islam tidak mengenal adanya perkosaan 
17 Toha Andiko, Fiqh Kontemporer (Bogor: PT. Penerbit IPB 
Press, 2014), h. 162
suami kepada istri yang disebut ikrah.18
Ketika suami memaksa istrinya berhubungan 
badan, padahal si istri misalnya sedang lelah, 
mengantuk, atau tidak mood, maka si suami tidak 
dapat dikategorikan telah memperkosa istrinya 
sebab pada dasarnya ketika si istri telah menyatakan 
kesiapannya untuk menikah, implikasinya berarti 
ia telah merelakan dirinya dipakai, dinikmati, dan 
dimanfaatkan oleh suaminya sebagai haqq al-intifa’ 
suami yang otomatis menjadi kewajiban bagi istri 
untuk memenuhinya.19
Namun, hal ini berbanding kebalikannya, 
apabila suami memaksa istrinya untuk dilayani 
berhubungan intim sedangkan istri sedang dalam 
keadaan haid, sakit, atau uzur syar’i lainnya, 
maka tetap suami tidak dapat dikatakan telah 
memperkosa istrinya. Dalam hal ini suami telah 
durhaka karena telah mempergauli istrinya tidak 
dengan cara yang ma’ruf.20
Seperti perbuatan penyimpangan seksual yang 
dilarang menurut syar’i yaitu sebagai berikut:
a. Bersetubuh di Dubur.
Islam melarang terjadinya persetubuhan melalui 
dubur. Sebab dubur adalah tempat yang kotor dan 
membahayakan. Menyetubuhi istri pada dubur 
dapat dipersamakan dengan liwath (homoseks/
sodomi). Oleh karena itu, sudah seharusnya agama 
melarangnya demi kemaslahatan umat manusia 
itu sendiri. Sebagai mana larangan tersebut dilarang 
oleh Allah Swt dalam firmannya yang menceritakan 
tentang perilaku kaum nabi Luth As:
ﮱ   ﮰ   ﮯ         ﮮ   ﮭ    ﮬ 
ﯖ   ﯕ   ﯔ   ﯓ 
“Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan keji 
yang belum pernah dilakukan oleh satu orangpun 
sebelum kalian di alam ini.” (Q.S. al-‘Ankabut 
[29]: 28)
Kemudian, larangan tersebut juga disabdakan 
oleh Rasulullah Saw:21
“Janganlah kamu setubuhi istrimu di duburnya” 
18 Ibrahim Hosen, “Jenis-jenis Hukuman dalam Pidana Islam”, 
dalam Toha Andiko, Fiqh Kontemporer (Bogor: PT. Penerbit IPB 
Press, 2014), h. 163-164.
19 Toha Andiko, Fiqh Kontemporer, h. 165.
20 Toha Andiko, Fiqh Kontemporer, h. 165.
21 Yusuf Qardhawi, Al-Halal wa Al-Haram fii Al-Islam, terj. 
Mu’ammal Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam (Surabaya: PT. 
Bina Ilmu, 2003), h. 270.
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(HR. Ahmad, tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah)
Tentang masalah menyetubuhi istri di dubur-
nya ini, beliau Saw juga mengatakan:22
“Hal itu termasuk liwath yang kecil” (HR. Ahmad 
dan Nasa’i).
Rasulullah Saw bersabda:23











“Dilaknat, orang yang mencampuri istri dari 
duburnya.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, 
Ahmad, dan Tarmidzi)
b. Bersetubuh di Masa Haid dan Nifas.
Haid adalah darah yang keluar dari rahim 
dinding seorang wanita apabila telah menginjak 
masa baligh. Haid ini dijalani oleh seorang wanita 
pada masa-masa tertentu, paling cepat satu hari 
satu malam dan paling lama lima belas hari. 
Sedangkan, yang normal adalah enam atau tujuh 
hari. Dalam menjalani masa haid ini, wanita 
dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: 
Wanita yang baru menjalani haid, wanita yang 
telah terbiasa menjalaninya, dan wanita yang 
me ngalami keluarnya darah istihadhah.24
Sedangkan, nifas adalah darah yang keluar 
disebabkan oleh kelahiran anak. Ia juga 
merupakan darah haid yang tertahan karena 
proses kehamilan. Takaran maksimal bagi 
keluarnya darah nifas ini adalah empat puluh 
hari.25
Seorang istri tidak diperkenankan bersetubuh 
selama hari-hari menjalani masa haid atau 
nifasnya, sebagaimana firman Allah Swt:
ﮨ  ﮧ  ﮦ  ﮥ  ﮤ  ﮣﮢ  ﮡ   ﮠ 
ﯓ   ﮱ   ﮰﮯ   ﮮ   ﮭ   ﮬ    ﮫﮪ   ﮩ 
ﯞ  ﯝ  ﯜ  ﯛ  ﯚ  ﯙﯘ  ﯗ   ﯖ  ﯕ  ﯔ 
ﯦ  ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ   ﯡ   ﯠ     ﯟ 
ﯴ     .……    ﯨﯧ
“Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. 
22 Yusuf Qardhawi, Al-Halal wa…, h. 271.
23 Syaikh Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidah, Al-
Jami’ Fii Fiqhi An-Nisa’, terj. M. Abdul Ghoffar E.M., Fiqih Wanita 
(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 420.
24 Syaikh Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidah, Al-Jami’ 
Fii…, h. 71.
25 Syaikh Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidah, Al-Jami’ 
Fii…, h. 83.
Katakanlah: “Haid itu adalah kotoran (najis).” 
Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan 
diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah 
kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. 
Apabila mereka telah suci, maka campurilah 
mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah 
kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang taubat dan menyukai orang-orang 
yang menyucikan diri.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 
222-223)
Berhubungan seks tatkala haid atau nifas 
selain dilarang menurut syariat juga terlarang 
menurut medis. Saat perempuan menstruasi, 
serviks (leher rahim) terbuka dan saluran air 
seni seolah ikut membuka yang menyebabkan 
vagina mudah lecet. Kondisi ini memperbesar 
peluang masuknya tamu tak diundang yaitu 
virus dan bakteri. Bila berhubungan seks tatkala 
normal saja sang tamu tak diundang itu suka 
nyelonong, apalagi ketika sedang haid. Virus dan 
bakteri akan lebih mudah masuk dan bereaksi 
negatif terhadap vagina.26
c. Seks Oral
Pada dasarnya di dalam Islam, seks 
oral memang tidak sepenuhnya dihukumi 
menyimpang, namun juga bukan berarti 
diperbolehkan secara mutlak. Persoalannya 
memang masih diperdebatkan. Tetapi, ada satu 
titik sepakat yang dapat kita garisbawahi, bahwa 
segala bentuk dan cara berhubungan seks sah-
sah saja, sebatas yang tidak dilarang.
Oral seks adalah aktivitas seks dimana organ 
kelamin mendapatkan perlakuan dari organ 
mulut, denga ciuman misalnya. Dan biasanya 
ini dilakukan sebagai pemanasan agar hubungan 
seks dapat mencapai orgasme. Namun, oral seks 
dapat berubah menjadi sebuah penyimpangan 
atau bersifat patologis, tatkala seseorang hanya 
mampu mendapatkan orgasme dengan oral seks. 
Jika berkaitan dengan tercium atau tertelannya 
madzi, maka oral seks haram hukumnya.27
Hal ini disebabkan madzi termasuk najis 
ringan dan berbeda dengan mani yang menurut 
mayoritas ulama tidak dianggap najis. Ketika 
pemanasan berlangsung, tentu saja dengan 
26 Abu Umar Basyir, Sutra Ungu Sutra Ungu Panduan 
Berhubungan Intim Dalam Perspektif Islam (Sukoharjo: Rumah 
Dzikir, t.t.), h. 107.
27 Abu Umar Basyir, Sutra Ungu…, h. 110.
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demikian kedua belah pihak akan terangsang. 
Dan secara alami kemaluan akan mengeluarkan 
cairan bening yang dalam istilah fikih disebut 
dengan madzi. Walaupun madzi hanya termasuk 
najis ringan, tapi bagaimanapun setiap najis 
hukumnya adalah haram.28
d. Seks Sadistik (Kasar).
Seks sadistik merupakan penyimpangan seks 
di mana kepuasan seks diasosiasikan dengan 
penderitaan, kesakitan, dan hukuman. Pelaku 
biasanya mendapatkan kepuasan seks serta 
orgasme dengan menyiksa pasangannya secara fisik 
dan psikologis melalui tindak kekejaman. Beberapa 
faktor yang mampu menyebabkan hal ini adalah 
pendidikan yang salah tentang seks, dorongan 
nafsu untuk selalu berkuasa, pengalaman traumatis 
dengan seseorang sehingga me nimbulkan dendam 
membara, atau kepribadian yang psikopatis.29
Secara syariat, berlaku sadis terhadap 
pasangan tentu amat dilarang. Hal ini menyalahi 
konsep bergaul dengan baik (mu’asyarah bi 
al-ma’ruf) sebagaimana telah dijelaskan dalam 
al-Quran:
ﯤﯣ   ﯢ 
“…dan bergaullah dengan mereka secara patut.” 
(Q.S. al-Nisa’[4]: 19)
Walaupun larangan tersebut tidak secara 
eksplisit langsung menyinggung masalah hubungan 
seksual dengan cara seks sadistik tersebut. Namun, 
Islam telah mewanti-wantinya melalui kewajiban 
suami istri untuk bergaul dengan cara yang ma’ruf 
dan larangan menzalimi orang lain. Termasuk 
apapun yang menjadi latar belakang dan juga 
tujuan melakukan kekerasan seksual, tetap saja 
itu merupakan perbuatan zalim yang diharamkan 
dalam Islam.
e. Ketidakjujuran Dalam Bersetubuh (Adanya 
Penyakit).
Di samping itu, ketidakjujuran atau perihal 
ketidakterbukaan dalam berhubungan seksual, 
ketika seorang suami yang memiliki penyakit 
menular yang tersembunyi dimana pasangan sulit 
mengetahuinya terutama indikator fisik, seperti 
HIV/Aids. Bilamana ia tetap saja mengabaikan 
28 Abu Umar Basyir, Sutra Ungu…, h. 135.
29 Abu Umar Basyir, Sutra Ungu…, h. 114-115.
dan tidak peduli akan dampaknya bagi kesehatan 
seorang istri, maka hal tersebut dapat digolongkan 
ke dalam kekerasan seksual. Hal ini dapat me-
ngancam jiwa si istri dan juga keturunan. Tentu 
itu dilarang dalam agama Islam. Karena salah satu 
maksud disyariatkannya larangan tersebut adalah 
untuk menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan 
(hifz al-nasl).30
Dari berbagai penyimpangan seksual di atas 
tentunya dilarang dalam ajaran Islam. Namun, 
perihal sanksi terhadap pelaku secara eksplisit 
tidak diakomodir dengan jelas dalam nash Alquran 
maupun hadis. Dalam hal ini mungkin perilaku 
penyimpangan seksual tersebut terjadi dalam ruang 
privat dimana yang terjadi pada intinya adalah 
pelanggaran terhadap tujuan dari disyariatkannya 
pernikahan. Suatu konsekuensi yang harus diemban 
oleh keduanya (suami-istri) sebagai orang mukallaf 
untuk menjalankan kewajiban dan haknya masing-
masing. Namun demikian bukan berarti tidak ada 
sanksi bagi pelaku kekerasan tersebut walaupun 
ia adalah seorang suami. Perbuatan tersebut yang 
pasti adalah melanggar perintah Allah Swt dimana 
ia telah melakukan perbuatan dosa yang harus 
dipertanggungjawabkan.
Hukum Islam tampaknya belum mengakomodir 
masalah kekerasan seksual terhadap istri, salah 
satunya karena tidak ada nash yang secara 
khusus memberikan penjelasan tentangnya.
Namun, secara umum kewajiban suami dalam 
konteks mu’asyarah bi al-ma’ruf menurut Abu 
al-A‘la al-Mawdudi adalah tidak menganiaya 
istri. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan, 
baik bersifat kekerasan fisik dan psikis. Alquran 
memberikan arahan tentang cara terbaik yang 
dapat memenuhi fitrah dan naluri seksual secara 
proposional.31 Hubungan biologis antara suami 
istri merupakan masalah sensitif dan mempunyai 
dampak tersendiri dalam kehidupan rumah 
tangga. Tidak adanya perhatian terhadap masalah 
ini dapat mengeruhkan kehidupan rumah tangga 
dan menganggu keharmonisan, bahkan dapat 
menghancurkan bahtera rumah tangga.32
30 Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta: 
Amzah, 2010), h. xi.
31 Yusuf al-Qardhawi, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, terj. 
Wahid Ahmadi, Halal Haram dalam Islam, (Surakarta: Era 
Intermedia, 2000), Cet. ke-2, h. 277.
32 Lihat Yusuf al-Qardhawi, Hâdî al-Islâm Fatâwâ Mu‘âsirah, 
terj. As’ad Yasin, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 1999), Jilid I, Cet. ke-1, h. 608-609.
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Jelasnya, di antara potensi yang diberikan Tuhan 
kepada manusia dalam penciptaannya ialah potensi 
seksual dan kekuatan untuk melakukan hubungan 
seksual, termasuk nafsu seks. Begitu pentingnya 
seks, sehingga Syekh Junayd al-Baghdadi, seorang 
imam besar dalam ilmu tasawuf pernah berkata, 
“Aku membutuhkan seks sebagaimana aku 
membutuhkan makanan.”33 Terhadap pendapat 
ini, Imâm al-Ghazâlî memberi komentar bahwa di 
dunia ini hanya ada satu kenikmatan yang hampir 
“menyamai” kenikmatan surga, yaitu saat kontak 
seksual. Apalagi saat klimaks, seseorang akan 
terlena dan melupakan semua hal. Dia hanya ingat 
satu kata: “nikmat”. Itulah gambaran surga.34 Hal 
ini menunjukkan, penyaluran kebutuhan biologis 
merupakan persoalan serius sehingga menarik 
perhatian sebagian sufi.
Selaras dengan asumsi di atas, Islam menilai 
hubungan seksual suami-istri sebagai ibadah 
dan pendekatan diri kepada Allah, sesuai hadis 
Rasulullah Saw.:35
Dari Abû Dhar bahwa para sahabat Nabi Saw. 
berkata, “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya 
telah memiliki kelebihan pahala yang tidak 
kami miliki. Mereka salat seperti kami juga 
salat, mereka puasa seperti kami puasa, mereka 
bersedekah dari kelebihan hartanya (dan hal ini 
tidak miliki). Nabi Saw. menjawab, ”Bukankah 
Allah telah menjadikan hal-hal lain sebagai 
sedekah. Tiap tasbîh itu sedekah, tiap takbîr 
itu sedekah, setiap tahmîd itu sedekah, tiap 
tahlîl itu sedekah, amar ma‘rûf itu sedekah, 
mencegah perbuatan munkar itu sedekah, dan 
pada kemaluan setiap orang di antaramu itu ada 
sedekahnya”. Para sahabat bertanya, ”Wahai 
Rasulullah, apakah seseorang di antara kami 
apabila menyalurkan syahwatnya mendapat 
pahala?” Rasulullah Saw menjawab, ”Benar, 
bukankah apabila dia menyalurkannya pada 
yang haram dia berdosa? Demikianlah, ketika 
ia menyalurkannya pada yang halal, maka ia 
mendapat pahala.” (HR. Muslim)
Dalam hadis ini diisyaratkan bahwa naluri 
seksual manusia yang tidak terkontrol atau 
terkendali akan mendatangkan dosa. Sebaliknya, 
33 Alî Ahmad al-Jurjawî, Hikmah al-Tashrî’ wa Falsafatuh 
(Beirût: Dâr al-Fikr, t.th.), Juz II, h. 9.
34 Abû Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazâlî, Ihyâ’ 
’Ulûm al-Dîn (Beirût: Dâr al-Fikr, 1991), Juz II, Cet. ke-3, h. 31.
35 Muslim, Sahih Muslim (Beirût: Dâr al-Fikr, 1992), Juz II, Cet. 
ke-1, h. 445.
nafsu seksual yang dikelola dan dikendalikan 
untuk kemaslahatan hidup manusia akan 
memberikan pahala. Selaras dengan hal ini, 
fiqh Islam melarang istri menolak ajakan suami 
tanpa alasan syar’î untuk melakukan hubungan 
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Artinya: “Apabila seorang suami mengajak istrinya 
ke tempat tidur, lantas ia tidak mau datang, 
maka malaikat melaknatnya hingga subuh tiba”. 
(HR. Bukhari)36
Dalam kaitan ini, Yûsuf al-Qardhawî me-
ngatakan bahwa laknat yang disebutkan dalam 
hadis di atas terjadi jika istri tidak sedang uzur 
seperti sakit atau karena ada halangan syar’i 
(haid, nifas), dan sebagainya.37 Walaupun 
demikian tidak tertutup kemungkinan keengganan 
istri lantaran sifat egois semata atau kesalahan 
persepsi terhadap hubungan seksual. Jelasnya, 
hadis itu ditujukan kepada istri yang menolak 
melayani hasrat seksual suami untuk menyakiti 
hati suaminya. Sebaliknya, hadis tersebut tidak 
melegitimasi kekerasan seksual suami kepada 
istri. Musthafa Muhammad Imarah mengatakan 
bahwa laknat Malaikat itu muncul bila penolakan 
istri dilakukan tanpa alasan. Sedang, Wahbah 
az-Zuhaili berpendapat bahwa laknat itu terjadi 
apabila istri menolak senggama, padahal ia 
sedang longgar dan tidak takut disakiti.38
Berdasarkan uraian di atas, penulis ber-
kesimpulan bahwa kekerasan seksual dalam 
kondisi tertentu merupakan perbuatan yang 
dilarang, karena bertentangan dengan firman 
Allah dalam al-Quran yaitu:
ﭟﭞ   ﭝ   ﭜ   ﭛ    ﭚ   ﭙ 
“Mereka (para istrimu) adalah pakaianmu dan 
kamu adalah pakaian bagi istri-istrimu.” (Q.S. 
al-Baqarah [2]: 187)
Perlindungan hukum bagi perempuan korban 
36 Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Shohih 
Bukhori, Juz IV (Semarang: Al-Munawar, t.t), h. 210.
37 Yûsuf al-Qardhawî, Fatwa-Fatwa, Jilid I, h. 611.
38 Mohammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan 
Perbedaan (Yogyakarta: Darussalam, 2004), Cet.ke-1, h. 213.
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kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum 
Islam yaitu perjanjian suami atas istri ketika akad 
nikah (sighat ta’liq talaq) dan hak perempuan 
atas suami untuk meminta cerai (khulu’).
Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya larangan 
terhadap kekerasan seksual terhadap istri di-
jelaskan dalam hukum Islam secara implisit 
melalui al-Quran dan hadis.
Adapun sanksi tindak pidananya, menurut 
penulis jika pemaksaan suami itu merupakan 
haknya untuk dilayani sementara yang merupakan 
kewajiban sang istri untuk melayani suami tetapi 
tidak mau dengan alasan yang tidak syar’i, maka 
sang suami secara fiqh tidak dapat dihukum pidana. 
Karena itu menyangkut konsekuensi dari berumah 
tangga dengan melaksanakan kewajiban masing-
masing dan menerima haknya masing-masing. Disini 
berlaku konsep taklifi bukan ikrah. Sedangkan, pada 
kasus pemaksaan dengan kekerasan dikarenakan 
istri menolak diajak berhubungan dengan alasan 
yang dapat dibenarkan oleh syariat, maka sang 
suami pada dasarnya tetap tidak dapat dihukum. 
Ia hanya melakukan perbuatan dosa yang akan 
ia pertanggungjawabkan kepada Allah Swt karena 
telah lalai dalam memegang amanah selaku 
seorang suami.
Hanya saja, pada kasus tertentu yang meng-
akibatkan seorang istri cacat fisiknya dan 
penderitaan yang berkepanjangan sehingga 
jiwa dan keturunannya merasa terancam, maka 
si suami dapat dikenai sanksi tindak pidana, 
yaitu jarimah ta’zir, mulai dari yang paling 
ringan sampai yang berat setara dengan hudud 
sesuai dengan bentuk kekerasan seksual yang 
dilakukan. Tujuan pidana ini tentunya untuk 
perlindungan terhadap jiwa dan keturunan 
(maqasidh al-syariah), Jawabir (menghapus 
dosa), Zawajir (pelajaran/peringatan bagi yang 
lain), Pencegahan, Perbaikan pelaku, dan 
Pendidikan.
Analisis Persamaan dan Perbedaan dari 
Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam
Dalam pembahasan ini, penulis mencoba 
menganalisa persamaan dan perbedaan dari 
kedua aspek hukum tersebut. Secara global telah 
penulis ungkapkan melalui tabel perbandingan 
di bawah ini:
Tabel Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam 
tentang Kekerasan Seksual terhadap Istri
No. Parameter Perbandingan Hukum Positif Hukum Islam
1. Sumber 
Hukum
1. Pasal 5 UU 
PKDRT
2. Pasal 8 (a) UU 
PKDRT
3. Pasal 46 UU 
PKDRT
1. Al-Quran surat al-
Baqarah [2]: 222-
223
2. Al-Quran surat al-
‘Ankabut [29]: 28
3. Al-Quran surat al-
Baqarah [2]: 187
4. Al-Quran surat al-
Nisa [4]: 19
5. Hadis riwayat Abu 
Dawud dan An-
Nasai









3. Dalam ikatan 
perkawinan
1. Bagian dari jarimah 
ta’zir
2. Merusak far j i 
(kemaluan) istri
3. Serupa l iwath 
(homosex)
4. Bukan termasuk 
unsur Ikrah tetapi 
Taklif
5. Nusyuz  suami, 
mengh i langkan 
prinsip mu’asyarah 
bil ma’uf
3. A n c a m a n 
sanksi






2. H u k u m a n 
tidak ada batas 
minimal




1. Hukuman ta’zir 
( d i s e r a h k a n 
kepada penguasa/
p e m e r i n t a h 
setempat)
2. Hukuman tidak 
ada batas minimal 
dan maksimal
3. Bisa jadi setara 
dengan hudud





4. P e r l i n d u n g a n 
masyarakat
5. P e r b a i k a n 
pelaku
1. P e r l i n d u n g a n 












Uraian berdasarkan parameter per bandingan-
nya adalah sebagai berikut:
a. Sumber Hukum
Persamaan yang pertama ialah sama-sama 
berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, 
perbedaannya ialah dari mana sumber hukum 
itu berasal. Jika hukum positif di Indonesia yang 
mengatur tentang larangan dan sanksi tindak 
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pidana kekerasan seksual terhadap istri terdapat 
dalam kandungan UU PKDRT pasal 5, pasal 8(a), 
dan pasal 46. Dimana hukum tersebut dibuat 
oleh manusia atas dasar kemanusiaan ketika 
ada seorang anak manusia yang disakiti lahir 
dan batinnya. Larangan yang dimaksud terdapat 
dalam pasal 5 UU PKDRT yang berbunyi:
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan 
dalam rumah tangga terhadap orang dalam 
ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara; 
a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) 
kekerasan seksual atau; d) penelantaran 
rumah tangga.”
Kemudian secara rinci ada pada pasal 8(a) 
yang berbunyi:
“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 5 huruf c meliputi: a) pemaksaan 
hubungan seksual yang dilakukan terhadap 
orang yang menetap dalam lingkup rumah 
tangga tersebut.”
Adapun sanksi pidananya dalam pasal 46 
yang berbunyi:
“Setiap orang yang melakukan perbuatan 
kekerasan seksual sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 12 tahun atau denda 
paling banyak Rp 36.000.000,00.”
Dalam UU PKDRT ini sudah cukup jelas 
bahwasanya kekerasan seksual terhadap istri 
merupakan salah satu jenis kekerasan dalam 
rumah tangga yang harus dicegah akan terjadi-
nya. Sayangnya menurut penulis, keseriusan 
pemerintah dalam hal ini belum sepenuhnya. 
Karena ada celah bagi si pelaku yang kaya 
tentu dengan mudah membayar denda tanpa 
dihukum penjara. Sehingga efek jera untuk 
tidak mengulangi perbuatan yang serupa dapat 
disangsikan. Kemudian, makna pemaksaan yang 
dimaksud tidak merincikan motif-motif apa saja 
dari kekerasan seksual itu. Penjelasan-penjelasan 
yang terperinci itu tentunya dengan melihat dari 
berbagai macam sudut pandang, seperti ajaran 
agama, kesehatan, dan sebagainya, sehingga 
seorang suami tidak serta merta cenderung 
dijustifikasi sebagai pelaku tindak kekerasan 
seksual dan perempuan/ isteri sebagai korban atau 
orang yang selalu tidak berdaya. Keseimbangan 
bagi orang yang akan menjalankan aturan-aturan 
itu tentunya dalam pembuatan aturan itu juga 
harus seimbang dan adil.
Adapun dalam hukum Islam telah dikemuka-
kan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap istri 
tersebut masuk dalam tindakan yang melawan 
hukum dan melanggar ketentuan Allah swt yang 
telah digariskan dalam al-Quran. Demikian pula 
dengan sunnah Rasulullah saw dalam hadisnya. 
Yaitu pelanggaran terhadap perintah Allah swt 
tentang menggauli istri dengan cara yang ma’ruf. 
Sebagaimana termaktub dalam al-Quran:
ﯨ    ﯧ            ﯦ   ﯥ   ﯤﯣ   ﯢ 
ﯯ   ﯮ   ﯭ   ﯬ   ﯫ   ﯪ   ﯩ 
“…dan bergaullah dengan mereka secara patut. 
Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, 
(maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak 
menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan 
padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. al-Nisa’[4]: 
19)
ﭟﭞ   ﭝ   ﭜ   ﭛ    ﭚ   ﭙ 
“Mereka (para istrimu) adalah pakaianmu dan 
kamu adalah pakaian bagi istri-istrimu.” (Q.S. 
al-Baqarah [2]: 187)
Perintah tersebut tentunya harus dijalankan. Jika 
tidak, maka ia telah melanggar ketentuan Allah Swt. 
Artinya disini terjadi pembangkangan terhadap sang 
Pencipta, dengan konsekuensinya ialah termasuk 
salah satu perbuatan dosa. Kemudian larangan 
terhadap perbuatan yang menyakitkan si istri 
khususnya terdapat pada penyimpangan hubungan 
seksual tidak semuanya diakomodir dalam Alquran 
dan hadis. Namun, landasan hukumnya secara 
global telah diungkapkan di atas. Khusus larangan 
berhubungan melalui dubur si istri terdapat dalam 
Alquran sebagai berikut:
ﮱ   ﮰ   ﮯ         ﮮ   ﮭ    ﮬ 
ﯖ   ﯕ   ﯔ   ﯓ 
“Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan keji 
yang belum pernah dilakukan oleh satu orangpun 
sebelum kalian di alam ini.” (Q.S. al-‘Ankabut 
[29]: 28)
Mendatangi perempuan pada duburnya adalah 
perbuatan liwath yang diharamkan bagi laki-laki 
dan perempuan. Hal ini diserupakan dengan 
perbuatan kaum nabi Luth as. Kemudian hadis 
Rasulullah saw menyebutkan:











“Dilaknat, orang yang mendatangi perempuan 
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pada duburnya.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, 
Ahmad, dan Tarmidzi)
Selanjutnya larangan menyetubuhi isteri ketika 
sedang haid atau nifas. Hal ini berdasarkan 
firman Allah Swt:
ﮨ  ﮧ  ﮦ  ﮥ  ﮤ  ﮣﮢ  ﮡ   ﮠ 
ﯓ   ﮱ   ﮰﮯ   ﮮ   ﮭ   ﮬ    ﮫﮪ   ﮩ 
ﯞ  ﯝ  ﯜ  ﯛ  ﯚ  ﯙﯘ  ﯗ   ﯖ  ﯕ  ﯔ 
ﯦ  ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ   ﯡ   ﯠ     ﯟ 
ﯴ     .……    ﯨﯧ
“Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. 
Katakanlah: “Haid itu adalah kotoran (najis).” 
Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan 
diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah 
kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. 
Apabila mereka telah suci, maka campurilah 
mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah 
kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang taubat dan menyukai orang-orang 
yang menyucikan diri.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 
222-223)
Dari pemaparan sumber hukum di atas, 
jelas sekali landasan hukumnya tentu berbeda. 
Yang satu adalah produk manusia atas dasar 
empati yang mendalam terhadap korban tindak 
kekerasan seksual tersebut. Dan yang kedua 
ialah merupakan hukum sang Pencipta. Artinya 
keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama 
tentunya mem berikan kontribusi yang sangat 
signifikan dalam menjalankan kehidupan di 
dunia ini.
b. Unsur-unsur Perbuatan
Berdasarkan sumber hukum di atas yaitu 
UU PKDRT yang melarang tindakan kekerasan 
seksual terhadap istri, maka dapat diambil 
kesimpulan mengenai unsur-unsur perbuatan 
dalam larangan tersebut. Diantaranya yaitu:
1. Perbuatan memaksa.
 Terjadinya pelanggaran terhadap UU PKDRT 
dapat dilihat dengan adanya pemaksaan yang 
dilakukan suami terhadap istri agar mau me-
nuruti kehendak suami dalam berhubungan 
intim. Maka, jika istri menolak dan merasa 
disakiti lahir maupun batinnya namun suami 
tetap memaksa, hal ini merupakan tindakan yang 
melanggar hukum.39 Terlepas si istri sedang tidak 
mood, kecapekan, atau sedang tidur. Menurut 
UU tersebut pelaku harus ditindak pidana dan 
korban harus dilindungi dari kejahatan si pelaku 
walaupun ia adalah seorang suami. Tentu 
prosesnya ialah dengan cara istri mengadu 
kepada yang berwajib (penegak hukum) perihal 
perbuatan suaminya dan disertai dengan bukti-
bukti yang mendukung.40
2. Penyimpangan seksual
 Perbuatan si pelaku bisa didasari atas pe-
nyimpangan seksual seperti oral sex,41 anal 
sex,42 sex sadistic43 (dengan cara menyakiti 
pasangan terlebih dahulu), penggunaan 
alat bantu penetrasi yang tidak disukai istri 
dan sebagainya. Maka, yang demikian itu 
termasuk juga perbuatan yang melanggar 
hukum. Tentunya istri terlebih dahulu menolak 
untuk menuruti si suami dan suami tetap 
memaksa. Menurut UU tersebut pelaku harus 
ditindak pidana dan korban harus dilindungi 
dari kejahatan si pelaku.
3. Dalam ikatan perkawinan
 Tindakan kekerasan tersebut dapat disanksi 
pidana sesuai UU PKDRT bilamana dilakukan 
dalam ikatan perkawinan. Artinya ia termasuk 
ikatan suami istri yang sah.
Adapun berdasarkan sumber hukum Islam di 
atas, yang termasuk unsur-unsur perbuatannya 
ialah sebagai berikut:
1. Bagian dari jarimah ta’zir
 Perbuatan kekerasan seksual terhadap istri 
tersebut termasuk kategori dari pidana Islam 
yaitu jarimah ta’zir. Hal ini dikarenakan 
perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang 
dzalim, menyakiti diri sendiri maupun orang 
lain. Ini adalah pembangkangan terhadap 
perintah sang Khalik, dimana seorang hamba 
diciptakan hanyalah untuk menyembah dan 
39 Lihat pasal 8(a) UU PKDRT
40 Lihat Pasal 53 dan 55 UU PKDRT.
41 Oral Sex adalah salah satu bentuk penyimpangan 
seksual dengan memasukkan alat vital ke dalam mulut. Hal ini 
dimungkinkan dapat menimbulkan penyakit pada korban.
42 Anal Sex adalah salah satu bentuk penyimpangan seksual 
dengan memasukkan alat vital ke dalam dubur pasangant. Hal ini 
dapat menimbulkan penyakit pada korban.
43 Sex Sadistic adalah salah satu bentuk penyimpangan 
seksual dengan menyakiti fisik pasangannya agar terdengar 
rintihan yang menambah gairah pelaku dalam berhungan 
seksual. Hal ini tentunya menyakiti si korban.
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mengabdi kepada-Nya. Perbuatan yang 
bakal berdampak kepada kemudharatan 
bagi orang lain, mengancam jiwa seseorang 
dan keturunannya kelak, tentu suatu tindak 
kejahatan yang harus dihentikan.44 Perbuatan 
semena-mena suami tersebut harus diperbaiki. 
Dan pelakunya dapat dihukum pidana.
2. Merusak farji (kemaluan) istri
 Diantara dampak dari perbuatan tersebut ialah 
dapat merusak farji (kemaluan) istri. Seperti 
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan 
oleh suami tentu berakibat sangat fatal bagi 
kesehatan reproduksi si istri.
3. Serupa liwath (homosex)
 Dalam ayat diatas telah dijelaskan bahwa 
per buatan tersebut serupa dengan liwath 
(homosex) pada kasus pemaksaan hubungan 
seksual melalui dubur istri. Dampak yang amat 
luar biasa bagi kesehatan si istri tentu sangat 
dipertaruhkan.
4. Bukan termasuk unsur Ikrah tetapi Taklif
 Seperti yang telah diungkapkan di atas 
bahwasanya pemaksaan terhadap istri tersebut 
bukan termasuk ikrah dalam fiqh Islam, 
karena hal itu dilakukan dalam ruang lingkup 
rumah tangga. Lebih-lebih istri menolak 
lantaran kecapekan, sedang tidak mood, 
ngantuk, atau tidak ada uzur syar’i. Tetapi, 
kewajiban istri melayani suami termasuk 
taklif, karena itu merupakan konsekuensi 
dari ikatan perkawinan. Dimana suami telah 
memberikan nafkah sebagai hak istri, dan 
istri harus melayani suami sebagai hak yang 
diterima oleh suami.45
5. Nusyuz suami, menghilangkan prinsip 
mu’asyarah bi al-ma’ruf
 Jika perbuatan pemaksaan hubungan 
seksual terhadap istri tersebut adalah berupa 
penyimpangan-penyimpangan suami atau istri 
menolak dengan adanya uzur syar’i, maka 
perbuatan suami tersebut merupakan bentuk 
nusyuz suami terhadap istri. Artinya ia telah 
menyakiti atau mendzolimi si istri. Tentunya 
ini suatu pelanggaran terhadap perintah Allah 
swt yang mengharuskan suami istri untuk 
bergaul dengan cara yang ma’ruf.46
44 Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, h. xi.
45 Toha Andiko, Fiqh Kontemporer, h. 163-164.
46 Toha Andiko, Fiqh Kontemporer, h. 164.
c. Ancaman Sanksi
Dalam UU PKDRT telah dipaparkan sanksi-
sanksi terhadap perilaku tindak pidana kekerasan 
seksual terhadap istri. Yaitu bagi si pelaku 
dapat dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 
36.000.000,00.47
Disini menurut penulis, sanksi maksimal atau 
denda maksimal belum tentu adil bagi korban 
kekerasan seksual (baca: istri). Dalam kasus 
tertentu korban bisa sangat menderita akibat 
ulah pelaku. Seperti memasukkan alat bantu 
penetrasi yang menyebabkan rusaknya kelamin 
perempuan. Atau kanker dubur yang disebabkan 
pemaksaan hubungan seksual melalui dubur. 
Dampak seperti ini tentu kerugian yang lebih 
besar dialami oleh korban dibandingkan nilai 
maksimal sanksi yang dikenakan kepada si 
pelaku. Belum juga adanya celah bagi si pelaku 
dapat bebas dari hukuman dikarenakan tidak 
adanya sanksi minimal bagi pelaku tindak pidana 
tersebut.
Sedangkan, menurut hukum Islam pelaku 
tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri 
dapat dikenakan sanksi ta’zir. Pengertian ta’zir 
menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh 
Imam Al-Mawardi adalah hukuman pendidikan 
atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan 
hukumnya oleh syara’.48 Dari definisi tersebut 
dapat diketahui bahwa ta’zir adalah hukuman 
yang belum ditetapkan oleh syara’ dan wewenang 
untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil 
amri atau hakim. Di samping itu, dari definisi 
tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah 
ta’zir adalah sebagai berikut:
1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, 
artinya hukuman tersebut belum ditentukan 
oleh syara’ dan ada minimal dan maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak 
penguasa (ulil amri/hakim).49
 Menurut penulis, ini merupakan salah satu 
keindahan hukum Islam. Dimana Islam 
memberikan ruang kepada manusia untuk 
menerapkan sanksi yang pantas sesuai 
kondisi dan situasi serta zaman yang terus 
47 Lihat pasal 46 UU PKDRT
48 Abu Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah (Mesir: 
Mustafa Al-Babyi Al- Halaby, 1975), Cet. ke-3, h. 236.
49 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2005), Cet. 1, h. XII.
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mengalami perubahan. Tentunya dalam suatu 
komunitas pasti ada hati nurani yang dipakai 
dalam penerapan sanksi hukuman tersebut. 
Sehingga dicapai keadilan bagi si korban atau 
setidaknya lebih dekat dengan rasa adil. Hal 
ini sungguh sangat berbeda dengan penerapan 
sanksi dalam UU PKDRT yang cenderung 
belum tentu menemui rasa keadilan bagi si 
korban.
d. Tujuan Pemidanaan
Pada dasarnya tujuan pemidanaan terhadap 
pelaku tindak kekerasan seksual terhadap istri 
tersebut adalah sama, baik menurut UU PKDRT 
maupun hukum Islam. Yaitu sama-sama untuk:
a. Pengajaran/ Pendidikan
 Dalam pemidanaan tersebut diharapkan 
memberikan pelajaran bagi si pelaku bahwa 
jika perbuatannya itu terjadi pada dirinya 
tentu ia juga merasa dirugikan dan tersakiti 
seperti yang dialami si korban. Walaupun, 
belum tentu sama persis. Namun, diharapkan 
cukup memberikan efek jera bagi di pelaku. 
Sedangkan, bagi orang lain atau masyarakat 
luas dapat mengambil hikmah terhadap 
kejadian tindak kekerasan tersebut. Sehingga 
diharapkan yang lain tidak melakukan 




 Sanksi tersebut dapat memberikan efek jera 
dan perbaikan bagi moral si pelaku sehingga 
ia tidak mengulangi lagi perbuatan itu.
e. Pencegahan.
 Namun, terdapat satu perbedaan yang 
sangat signifikan dan amat penting dan ini 
berhubungan dengan keyakinan umat Islam. 
Yaitu bahwa hukuman menurut syariat 
Islam merupakan bentuk dari penghapusan 
dosa (jawabir). Sehingga pelaku yang telah 
menjalankan hukuman di dunia sesuai dengan 
syariatnya, maka dosanya yang berkenaan 
dengan perbuatan tersebut telah dihapus dan 
tidak diberikan sanksi lagi di akhirat. Namun, 
tentunya juga diiringi dengan pertaubatan 
untuk tidak mengulanginya lagi.
Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara 
fikih Islam dengan UU PKDRT. Pertama, istilah 
kekerasan seksual dalam rumah tangga dari 
UU PKDRT tidak dikenal dalam hukum Islam. 
Hukum Islam hanya mengenal istilah tindak 
pidana (jarîmah), dalam kaitan ini kekerasan 
seksual dalam rumah tangga termasuk dalam 
jarîmah ta‘zîr. Kedua, konsep kekerasan seksual 
terhadap istri dalam UU PKDRT hanya diterima 
hukum Islam jika berkaitan dengan hubungan 
seksual yang dipaksakan suami pada saat istri 
haid, nifas, atau memaksakan anal seks, lebih-
lebih istri dijual paksa sebagai pelacur untuk 
kepentingan suami.
Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah 
tangga menurut hukum Islam yaitu melalui 
pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman 
tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku.50 Namun, tentunya 
sosialisasi atau penyuluhan terhadap keluarga 
akan pentingnya menjalankan hak dan kewajiban 
secara sadar, penuh tanggung jawab dan ikhlas 
harus dilakukan baik oleh pemuka agama maupun 
pemerintah. Demikian pula, pendidikan mengenai 
hubungan seksual yang lazim dan sehat bagi 
suami istri agar terhindar dari penyimpangan-
penyimpangan seksual yang pada umumnya 
terjadi akibat pengaruh budaya negatif dari luar.
Penutup
Dari pemaparan sebelumnya, dapatlah di-
simpulkan sebagai berikut:
1. Menurut menurut UU PKDRT bahwa setiap 
perbuatan kekerasan seksual atau yang serupa 
pemaksaan hubungan seksual terhadap istri 
adalah dilarang. Sanksinya ialah pidana 
penjara atau denda. Sedangkan, menurut 
hukum Islam yaitu kekerasan seksual ter-
hadap istri merupakan tindakan tercela 
dan dilarang. Islam memandang terjadinya 
kekerasan seksual dari sebab dua sisi (suami 
dan istri). Jika suami memaksa dengan gaya 
seksual yang menyimpang, maka itu dilarang. 
Demikian pula, jika istri menolak berhubungan 
tanpa alasan yang syar’i, maka ini tidak 
diperbolehkan. Adapun sanksi pidananya, 
pelaku dapat disanksi jarimah ta’zir.
2. Persamaan UU PKDRT dan hukum Islam 
ter hadap larangan dan sanksi tindak pidana 
kekerasan seksual terhadap istri ialah sama-
50  Milda Marlia, Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap 
Istri (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h. 80.
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sama menganggap perbuatan itu mengandung 
mudharat atau kejahatan. Adapun, perbedaannya 
ialah hukum Islam terlebih dahulu melihat 
sebab terjadinya kekerasan seksual, baik 
ditinjau dari kondisi suami maupun istri. 
Sedangkan, UU PKDRT sebaliknya. Perbedaan 
juga terdapat pada ke tentuan pidananya. Dalam 
hukum Islam pelaku dapat dikenakan sanksi 
jarimah ta’zir dimana dimungkinkan terjadinya 
sanksi yang paling ringan sampai yang paling 
berat. Sedangkan, dalam UU PKDRT disanksi 
pidana penjara atau denda. Dalam UU tersebut 
tidak ditetapkan sanksi minimal sehingga 
dimungkinkan terjadinya ketidakadilan bagi si 
korban.
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